
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON

PROGO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB

ABSTRAK : - Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Tertib bertujuan

untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan teratur bagi

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Kulon Progo.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,

Kabupaten, dan Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018.

- Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan sidang, tata cara

penyusunan dan pembahasan agenda, hak serta kewajiban anggota,

kode etik, prosedur pengambilan keputusan, serta mekanisme

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan

pemerintah daerah. Selain itu, peraturan memuat ketentuan mengenai

tata kelola administrasi, penggunaan alat kelengkapan DPRD, serta

sanksi administratif bagi pelanggaran tata tertib. Dengan adanya

pengaturan yang sistematis, peraturan diharapkan meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja DPRD dalam

menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Analisis

singkat menunjukkan bahwa implementasi tata tertib yang baik akan

memperkuat legitimasi DPRD di mata publik dan meminimalkan konflik

prosedural antar-anggota maupun antara DPRD dan eksekutif. Namun,

keberhasilan penerapan bergantung pada sosialisasi yang menyeluruh,

kapasitas sumber daya manusia, dan mekanisme pemantauan yang



konsisten. Rekomendasi utama mencakup penguatan pelatihan bagi

anggota dan staf sekretariat, penyusunan pedoman operasional

pelaksanaan tata tertib, serta mekanisme evaluasi berkala untuk

menyesuaikan peraturan dengan dinamika penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

CATATAN : - Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu

tanggal 30 Oktober 2024


